
 

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 57 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
poin b, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Kearsipan, perlu ditetapkan 

Keputusan Bupati tentang Pedoman Kode Klasifikasi 
Arsip di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka; 

 

Mengingat  :   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 55)   Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 57) tentang   Pembentukan Daerah Tingkat II 
Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 

Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953); 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman  Penyusunan 
Klasifikasi Arsip;  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 seri C); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KODE 
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BANGKA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan. 

5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 

unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 
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6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga 
negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan 
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 

8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu 
tertentu. 

9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau 
terus menerus. 

10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 

11. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan 
dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat 

diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 

12. Pencipta Arsip adalah lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan 

tinggi, perusahaan, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. 

13. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 

14. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 
tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 

kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya. 

15. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang 

tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya 
sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, 

kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. 

16. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang 
dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa 

kategori unit informasi kearsipan. 

17. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur 

fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas 
arsip. 

BAB II 

KODE KLASIFIKASI 

Pasal 2 

Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintahan Daerah 
merupakan acuan pengelolaan arsip dinamis bagi Perangkat Daerah 

dan Pemerintahan Desa di Daerah. 

Pasal 3 

(1) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka 
menggunakan kode arsip dalam bentuk angka. 

(2) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan  tugas  unit kerja serta 
berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip. 

 

 



 

 

 

4 
 

(3) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati  ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal 27 Oktober 2020 

BUPATI BANGKA, 
 

Cap/dto 
 
MULKAN   

Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal 27 Oktober 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

 
Cap/dto 

 

ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 59 

 
 

 
     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 
 

Cap/dto 
 

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH 

PEMBINA TK I 
NIP. 19660608 198603 1 004 

 


